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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 87 M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN  

IMPOR PRODUK TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Covid-19 yang disebabkan 

oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak 

pada terbatasnya ketersediaan produk tertentu, 

khususnya berupa masker dan alat pelindung diri bagi 

masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

b.  bahwa untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan 

untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 

impor produk tertentu khususnya berupa masker dan 

alat pelindung diri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan 

perubahan terhadap ketentuan mengenai impor produk 

tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang 
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Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor 

Produk Tertentu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang 

Ketentuan Impor Produk Tertentu;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 
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5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4775); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta 

Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke 

Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah 

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5277); 

14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);  

15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang  

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi 

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi 

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1006); 
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